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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG 
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA 

ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN 
NEGERI PURWOKERTO 

 

Oleh : Dwi Hastutiningtyas 

 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dimaksudkan sebagai landasan hukum 
penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di 
pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang 
profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern sesuai dengan Pasal 
2 PERMA ini. Namun, dalam tataran realitas tersebut sampai saat ini belum dapat 
terlaksana dengan baik di Pengadilan Negeri Purwokerto. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi dan faktor penghambat 
implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 
Persidangan Secara Elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri 
Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis deskriptif. 

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang dilakukan adalah data 
primer dan sekunder dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan 
hasil penelitian dan pembahasan, berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 
Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam perkara 
perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto tidak secara otomatis semua proses 
dilakukan secara online. Pelaksanaan berperkara yang dilakukan secara online 
yaitu pada proses setelah mediasi pada sidang pertama menemui kegagalan. 
Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan 
Persidangan Secara Elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri 
Purwokerto belum dapat dilakukan secara maksimal karena terdapat aturan yang 
jelas dan rinci mengenai tata cara pendaftaran Pengguna Terdaftar Lain, biaya 
pemanggilan masih ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah 
Pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan, peraturan belum dapat 
mengakomodir Online Dispute Resolution, sarana dan prasarana yang kurang 
mendukung, seperti server bank yang sering down, jaringan yang kurang 
mumpuni, dll.,  dan Masih banyak warga masyarakat yang belum melek 
teknologi. 
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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF PERMA NUMBER 1 YEAR 2019 CONCERNING 
ELECTRONIC CASE ADMINISTRATION AND TRIAL IN CIVIL CASES IN 

PURWOKERTO STATE COURT 
 

 Dwi Hastutiningtyas 

 

 PERMA Number 1 of 2019 is intended as a legal basis for the 
implementation of electronic case administration and trials in courts to support 
the establishment of a professional, transparent, accountable, effective, efficient 
and modern case handling in accordance with Article 2 of this PERMA. However, 
at the level of reality, it has not yet been implemented properly in the Purwokerto 
District Court. This study aims to analyze and explain the implementation and 
inhibiting factors for the implementation of PERMA Number 1 of 2019 
concerning Electronic Case Administration and Trial in civil cases at the 
Purwokerto District Court. 
 This study uses a descriptive juridical approach. In this study, the sources 
of legal materials used were primary and secondary data and qualitative data 
analysis was carried out. Based on the results of research and discussion, the 
enactment of PERMA Number 1 of 2019 concerning Electronic Case 
Administration and Trial in civil cases at the Purwokerto District Court does not 
automatically all processes are carried out online. The implementation of 
litigation carried out online, namely in the process after mediation at the first trial 
failed. The application of PERMA Number 1 of 2019 concerning Electronic Case 
Administration and Trial in civil cases at the Purwokerto District Court has not 
been carried out optimally because there are clear and detailed rules regarding 
procedures for registering Other Registered Users, the cost of summons is still 
estimated according to the radius of each Court area according to the decision of 
the Chief Justice, regulations cannot accommodate Online Dispute Resolution, 
facilities and infrastructure that are not supportive, such as bank servers that are 
often down, inadequate networks, etc., and there are still many people who are 
not technology literate 
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